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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang
diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan RPJMD
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023. Renstra ini merupakan acuan
utama bagi seluruh entitas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang untuk
melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019-2023.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 dan Peraturan Daerah No. 38
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan
partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan
pembangunan Bidang Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

anak di Kabupaten Sumedang.



Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para
pelaksana dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Desember 2018

Plt. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara
pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan
pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana
Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana
pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1),
menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana



strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang wajib menyusun
Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode
2019-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama
periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis
mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan



ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses
penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan beberapa
tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

4. Penetapan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang di mulai dari
penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sampai dengan penetapan Renstra

OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang Periode 2019-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Periode 2019-2023, maka
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya
dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berdaya
guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan
pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas

pembangunan Kabupaten Sumedang.



1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang
Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635);



15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

17.Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

20. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan
Pengumpulan Sumbangan;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

27.Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

28. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan
Sosial Komunitas Adat Terpencil;

29.Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi
Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

30.Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

31.Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan
Kemiskinan;

32.Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan
Sosial Komunitas Adat Terpencil;

33.Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi



34.

35.

36.

37.

38.

39.

Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan
Kemiskinan;

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

40.Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 44/HUK/ 2003 tentang Sistem
Kesejahteraan Sosial Nasional;

41.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza;

42.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Hasil Pemetaan Urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

43.Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

44.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

46.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008

Nomor 2);
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47.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

48.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

49.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

51.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
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Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

52.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023;

53.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang;

54.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2017 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan

fungsinya.
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1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima)
tahun ke depan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang;

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung
jawaban Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang
latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan.
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
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Bab Il Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang

tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;

kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja

pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan

pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

2.2. Sumber daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Kabupaten Sumedang
Bab Il Isu-lIsu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang
identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang; telaahan visi, misi, dan
program kepala daerah dan wakil kepala terpilih; telaahan renstra
Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan
kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu
strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV  Tujuan dan Sasaran
Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Kabupaten Sumedang.

Bab V  Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta
pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan
indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran
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lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
KETERKAITAN RESNTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINYA
20 th 5 th 1th

RPJP  |Pedoman | RPJM [Pedoman| RKP  [Pedomen| RAPBD | ,[ APBD
DAERAH *| DAERAH > DAERAH >
ry &
Pedorman ey T
v |
RENSTRA | RENJA | rka | [ mincian
SKPD  |pedoman| SKPD [pedoman | SKPD | | APBD
- e > UU. No. 71/03
KN —

Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen
Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 dan selanjutnya
Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman
penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

dalam dokumen Renja dan RKA.
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2.1.

BAB I

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten

Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang
Sumedang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah
Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian
tugas Bupati di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.
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2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

a.

Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak, pembinaan dan
Pemberdayaan Sosial ;

Pelaksanaan  Kebijakan Bidang Sosial dan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Pemberdayaan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya;

19



2.1.3

a.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang
terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawabhi:

1) Sub bagian Program

2) Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
3) Sub bagian Keuangan

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
1) Seksi Pelayanan Sosial
2) Seksi Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
1) Seksi Perlindungan Sosial
2) Seksi Jaminan Sosial;

Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial :
1) Seksi Pembinaan Sosial;

2) Seksi Pemberdayaan Sosial;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2) Seksi Perlindungan Anak;
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g. UPTD Rumah Singgah
1) Kasubag Tata Usaha

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat
dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang se bagaimana tabel dibawah ini :
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DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Sub Bagian
Program

I

Subag. Umum Aset
dan Kepeagawaian

Sub Bagian
Keuangan

Kelompok Jabatan
Fungsional

Bidang Pelayanan
Dan Rehabilitasi

Bidang
Perlindungan Dan

Bidang Pembinaan Dan
Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dan

Sosial Jaminan Sosial Perlindungan Anak
I — | |
; Seksi . . ; Seksi Pemberdayaan
Seks,lSI:;eSI;)I(anan | Perlindungan Seksi Pembinaan Sosial - Perempuan
sosial

Seksi Rehabilitasi
Sosial

Seksi Jaminan
Sosial

Seksi Pemberdayaan
Sosial

Seksi Perlindungan

Anak

Unit Pelaksana
Teknis Dinas
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2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018,

Pemberdayaan Perempuan

dan

jumlah pegawai

Perlindungan

Dinas Sosial,

Anak Kabupaten

Sumedang dan jajarannya sebanyak Tiga Puluh Empat (34) orang

dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Kekuatan Pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

pada tahun 2018 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari table sbb :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur

Usia (tahun)

No. Unit Kerja 20 26 31 36 41 46 Jumlah
s/d | s/d s/d s/d s/d s/d | >50
25 30 35 40 45 50
1 | Sekretariat 1 2 2 6 11
Bidang Pelayanan dan
2 Rehabilitasi Sosial ! 2 ! 2 6
3 Blda.mg Perh.ndungan dan 1 4 5
Jaminan Sosial
Bidang Pembinaan dan
4 Pemberdayaan Sosial 1 3 3 7
Bidang Pemberdayaan
5 | Perempuan dan Perlindungan 1 1 2 1 5
Anak
TOTAL 2 6 5 5 16 34

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas jumlah pegawai

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Dinas Sosial,

Kabupaten

Sumedang paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun
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yaitu sebanyak 16 orang. Sedangkan kelompok umur 26-30 tahun
sebanyak 0 (nol) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 2 (
dua) orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 6 (enam)
orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 5 (Lima) orang,
kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 5 (Lima) orang dan kelompok umur
diatas 50 tahun sebanyak 16 (enam belas) orang. Hal yang menjadi
perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang perlu
mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang

terdapat 16 orang yang akan memasuki masa pensiun.

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Kekuatan Pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan pada

tahun 2018 berdasarkan Golongan dapat dilihat dari table sbb :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang Menurut Golongan

N e Golongan VI
0. Unit Kerja T v JU

1 | Sekretariat - 111813 12

2 | Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - 111212 5

3 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 1| - 4 |1 6
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Golongan
[ I |1V

No. Unit Kerja JUMLAH

4 | Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial | 1 | 1 | 3 | 1 6

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

TOTAL 25|19 | 8 34

Berdasarkan Tabel. 2.2 diatas pegawai yang menempati golongan IV
sebanyak 8 (delapan) orang, pegawai yang menempati golongan Ill sebanyak
19 (sembilan belas) orang, pegawai yang menempati golongan Il sebanyak 5
(lima) orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan | sebanyak 2

(dua) orang.

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki
tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 2 (dua) orang, tingkat pendidikan SLTP
yaitu sebanyak 0 (nol) orang, tingkat pendidikan SMA/SMK vyaitu sebanyak 8
(delapan) orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma
sebanyak 1 (satu) orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 (tujuh belas)
orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 (enam) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat

pendidikan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sudah mumpuni karena sekitar 67

persen pegawai memiliki tingkat pendidikan akademik S1 dan S2. Secara

numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sumedang Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan
No. Unit Kerja SD | SLTP SMA/ D3| s1!s2 Jumlah
SPK
1 | Sekretariat - - 3 11513 12
2 Bidang Pelayanan dan 1 - 1 -4 - 6
Rehabilitasi Sosial
3 Bidang Perlindungan dan - - 1 -1 3]1 5
Jaminan Sosial
4 Bidang Pembinaan dan 1 - 1 -1 3|1 6
Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan - - 2 -1 21 5
5 | Perempuan dan Perlindungan
Anak
TOTAL 2 - 8 1 [17] 6 34
2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten

Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 17 jabatan

struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural,

sehingga pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural
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berjumlah 17 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan
sisanya (17 orang) adalah fungsional pelaksana (staf).

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai
dengan keahlian yang dibutuhkan, organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sesuai dengan
tugas dan kewenangannya. Data pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang menurut jabatan
dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah
1 | Kepala Dinas 1
2 | Sekretaris 1
3 | Kepala Bidang 4
4 | Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 11
5 | Pelaksana 17
TOTAL 34

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yaitu perempuan
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sebanyak 17 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 17 orang, sebagaimana
penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin

Jenis
No. Unit Kerja Kelamin Jumlah
P L
1 | Sekretariat 6 6 12
2 | Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1 3 4
3 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2 3 5
4 | Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial 3 5 8
5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 5 i 5
Perlindungan Anak
TOTAL 17 17 34

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan
jabatan, maka 66,66 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada
secara merata di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang, sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Jenis
No. Jabatan Kelamin | Jumlah
P L
1 | EselonlIl - 1
2 | Eselon III 2 3
3 | Eselon IV 3 6
TOTAL 5 (10 15

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung
tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai , adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang dimiliki
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang. yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi
meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi
serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang sebesar 64 % dalam kondisi rusak berat dan dirasakan belum
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2.3.

mencukupi / memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

Secara umum

aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih ada sebagian

dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut

ini.
Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis
Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang s/d TA. 2018
No. Jenis Aset/Modal Jumlah Barang . Koy
Baik | Rusak Berat | Keterangan
1. | Kendaraan roda 4 9 5 4
2. | Kendaraan roda 2 36 32 4
3. | Peralatan kantor :
- Meja 94 43 51
- Kursi 237 60 177
- Komputer 33 9 24
- Laptop 38 15 23
- Printer 52 16 36
Buku Perpustakaan 10 - 10
5. | Tanah Bangunan Kantor 1 1 -

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang Periode 2014-2018

Program Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan program pelayanan

yang berkaitan dengan PMKS kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan,

keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
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program tersebut diantaranya yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
Program rehabilitasi Sosial, Program Jaminan Sosial, Program Perlindungan Sosial

dan Program Pemberdayaan Sosial.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

31



Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Periode 2014-2018

TARGET RENSTRA REALISASI KINERJA RASIO CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA Satuan
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2 3 y 5 6 7 8 9 0 | 11 12 13 9 0 | 11| 12 | 13
Em‘;”tase Pemberdayaan Sosial bagi | porcon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6179 | 2476 | 1582 | 6066 | 8576 | 6179 | 2476 | 1582 | 60,66 | 85,76
Persentase PMKS yang Memperoleh
Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4219 | 10528 | 9631 | 9974 | 99.66 | 4219 | 10528 | 9631 | 99.74 | 99,66

Kebutuhan Dasar

Persentase Partisipasi Potensi

. . Persen | 25,00 | 16,67 | 16,67 | 33,33 | 4167 | 16,67 | 833 8,33 16,67 | 41,67 | 66,67 | 50,00 | 50,00 | 50,00 100
Sumberdaya Kesejahteraan Sosial

Persentase Pelestarian Nilai-Nilai Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Kepahlawanan

Persentase Perempuan dan Anak
Korban Tindak Kekerasan yang
mendapatkan Penanganan Pengaduan | Persen 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100
oleh Petugas Terlatih dalam Unit i i i
Pelayanan Terpadu

Persentase Pemberdayaan Perempuan
dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga | Persen i i i 100 100 100 100 - - - 100 100
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Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Secara umum Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang telah
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Pengukuran kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang pada dasarnya merujuk kepada sasaran yang ingin dicapai sebagaimana
tersirat pada Matrik Indikator RPJMD Tahun 2014-2018.

Sembilan belas sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2014-2016 dan
mengalami perubahan berdasar hasil evaluasi di tahun 2017 menjadi lima sasaran
sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Startegis perubahan tahun 2017,
Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017, dengan indikator
kinerja sebanyak 6 ( enam ) indikator. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai
berikut:

A. Sasaran1l : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Capaian target kinerja sasaran dengan indikator Persentase Pemberdayaan Sosial bagi
PMKS mengalami penururan ditahun 2015 sebesar 37,03 % dan di tahun 2016 sebesar
45,97% , penurunan ini terjadi diakibatkan adanya penyelarasan anggaran dari tingkat
pusat, provinsi dan kabupaten, sementara capaian target tahun 2017 mencapai 60,66 %
dan Tahun 2018 naik cukup signifikan yaitu mencapai 85,76 % dari ratget 100%.

Capaian tersebut dibidik oleh Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya .
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Sementara untuk capaian kinerja untuk indikator Persentase PMKS skala Kabupaten

Sumedang yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar

terjadi kenaikan ditiap tahunnya dengan rata rata kenaikan sebesar 58,05% , hal tersebut

dikarenakan adanya penambahan kuota bantuan baik dari pusat maupun dari provinsi.

Capaian tersebut dibidik oleh Program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial
maupun program Jaminan Sosial .
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan

data tahun 2014-2017 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Kondisi PMKS di Kabupaten Sumedang Tahun 2014 s/d Tahun 2018
. . Capaian s/d
Jumlah PMKS yang ditangani
No | Kode Indikator Kinerja J:;;:?: Tahun 2018
2014 2015 2016 2017 2018 | Jumlah (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 F1 Anak Balita Terlantar 608 1 3 - - 1 5 0.82
2 F2 Anak Terlantar 1,557 8 13 - 355 - 376 24.15
3 |r3 | AnakvangBerhadapan | - 8 64 11 11 94 142.42
Dengan Hukum
4 F4 Anak Jalanan 52 130 - - 14 26 170 326.92
Anak dengan
> | kedisabilitas (ADK) 645 i 27 i i i 27 413
6 F6 Anak yang menjadi
korban tindak 91 30 26 49 2 1 108 118.68
kekerasan
7 F7 Anak yang memerlukan | 172 - 8 64 - 1 73 42.44
perlindungan khusus
8 F8 Lanjut usia terlantar 5,214 101 101 101 126 101 530 10.16
9 F9 Penyandang disabilitas | 3,340 180 248 184 160 190 962 28.80
10 | F10 Tuna susila 180 150 82 28 59 10 329 182.78
11 | F11 Gelandangan 23 - - - - - - -
12 | F12 Pengemis 28 - - - - - - -
13 | F13 Pemulung 251 - - - - - - -
14 | F14 Keluarga minoritas 6 - - - - - - -
15 | F15 Bekas warga binaan 263 20 - - - 91 111 42.21
lembaga
permasyarakatan
(BWBLK)
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. . Capaian s/d
Jumlah PMKS yang ditangani
No | Kode Indikator Kinerja J::’::?: Tahun 2018
2014 2015 2016 2017 2018 | Jumlah (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 | F16 Orang dengan 13 - - 9 50 7 66 507.69
HIV/AIDS (ODH)
17 | F17 Korban 147 - 70 - - - 70 47.62
penyalahgunaan napza
18 | F18 Korban trafficking 8 - - - - 4 4 50.00
19 | F19 Korban tindak 409 16 18 15 44 55 148 36.19
kekerasan
20 | F20 Pekerja migran 81 - 20 - 47 - 67 82.72
bermasalah social
(PMBS)
21 | F21 Korban bencana alam 984 571 1100 1586 452 840 4,549 462.30
22 | F22 Korban bencana sosial 57 - - - 80 46 126 221.05
23 | F23 Perempuan rawan 3,722 - - - - - - -
sosial ekonomi (PRSE)
24 | F24 Fakir miskin 132,483 | 19460 | 16601 | 17545 | 26632 | 61100 | 68992 72,38
25 | F25 Keluarga bermasalah 247 - - - 22 - 22 8.91
sosial
26 | F26 Komunitas adat 2,366 - - - 50 5 55 2.32
terpencil
JUMLAH 153,013 | 20,667 | 18,325 | 19,645 | 28,104 | 62489 | 138,464 | 90.49

Terdapat kenaikan dan penurunan terhadap jumlah PMKS yang ditangani. Hal

tersebut dapat dilihat pada kurva sbb:

Gambar 2.2
PMKS yang ditangani pada tahun 2014 s/d tahun 2018
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Dari table dan kurva diatas dapat digambarkan besaran PMKS
yang ditangani dan difasilitasi untuk mendapatkan bantuan,dengan PMKS
yang seharusnya diberi bantuan oleh Dinsos-PPPA dari tahun 2014 s/d
tahun 2018.

PMKS yang tertangani dan terpasilitasi sampai dengan tahun 2018
mencapai 90,49%,dengan rincian pada tahun 2014 : mencapai 13,51%,
tahun 2015 mencapai 11,98%, tahun 2016 mencapai 12,84%, tahun 2017
mencapai 18,37% dan tahun 2018 mencapai 33%.

Dari presentase PMKS yang dilayani dan ditangani sampai dengan
tahun 2018 yaitu sebesar 90,49 % dapat menurunkan PMKS sebesar
24,72% (37.823 orang). Sementara jumlah PMKS pada tahun 2018
berdasar hasil laporan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) tahun 2017 sebanyak 115. 190 orang ( seratus lima belas ribu

seratus sembilan puluh orang) (10,05% dari Jumlah Penduduk ), untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.10
Jumlah PMKS Tahun 2013 dan Tahun 2017

1 2 3 4

1 Anak Balita Terlantar 608 122
2 Anak Terlantar 1,557 371
3 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 66 52
4 Anak Jalanan 52 31
5 Anak dengan kedisabilitas (ADK) 645 1,014
6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 91 56
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1 2 3 4
7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 172 64
8 Lanjut usia terlantar 5,214 15,223
9 Penyandang disabilitas 3,340 3,067
10 | Tunasusila 180 237
11 Gelandangan 23 -
12 | Pengemis 28 29
13 Pemulung 251 260
14 | Keluarga minoritas 6 50
s | B e e
16 Orang dengan HIV/AIDS (ODH) 13 27
17 | Korban penyalahgunaan napza 147 91
18 Korban trafficking 8 -
19 | Korban tindak kekerasan 409 58
20 | Pekerja migran bermasalah social (PMBS) 81 2,983
21 | Korban bencana alam 984 538
22 Korban bencana sosial 57 140
23 Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) 3,722 11,451
24 | Fakir miskin 132,483 78,399
25 Keluarga bermasalah sosial 247 509
26 Komunitas adat terpencil 2,366 31
JUMLAH 153,013 115,190

Sumber: Data dari TKSK
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Dapat digambarkan melalui kurva sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kurva PMKS tahun 2013 dan tahun 2017
200.000
150.000
100.000
50.000
@ Jumlah PMKS Tahun 2013 i Jumlah PMKS Tahun 2017
B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Potensi Sumberdaya

— ——  — Kesejahteraan Sosial

Capaian target kinerja sasaran dengan indikator Persentase Partisipasi Potensi
Sumberdaya Kesejahteraan Sosial mengalami penurunan sebesar 10 % ditahun 2015,2016
dan 2017 dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 25 % yaitu mencapai 41,67%
,penurunan tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran baik di tingkat pusat,
provinsi maupun di tingkat Kabupaten Sumedang, Capaian tersebut dibidik oleh Program

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial disini dapat dimaknai
kepada peningkatan peran serta SDM mitra dinsos-P3A dalam memberikan pelayanan
dan penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang.

Sasaran pembinaan dalam upaya peningkatan partisipasi PSKS dalam

memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat, pada tahun 2014 - 2018
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ditujukan ke 6 jenis PSKS diantaranya LKS Panti, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),
Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS).

Partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial dapat dimaknai kepada
peningkatan peran serta mitra DinsosP3A dalam memberikan pelayanan dan dalam
penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang , sehingga kegiatannya diarahkan untuk
Pembinaan terhadap SDM pengurus panti, TKSK, PSM, TAGANA, WPKS dan Karang taruna

dalam upaya optimalisasi pelayanan terhadap PMKS di 26 Kecamatan.

.Peningkatan PSKS dari tahun 2013 samapai tahun 2018 di Kabupaten Sumedang

dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2.11
Kondisi PSKS dari Tahun 2013 S/D Tahun 2018
Kondisi Penguatan PSKS
N Indikator Kinerj Awal PSKS
© ator sinerja 2013 | 2014 | 201 | 2016| 2017 | 2018
5

1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Pekerja sosial masyarakat

(PSM) 98 425 | 560 | 560 | 560 | 560
2 | Taruan siaga  bencana cg 40 cg cg cg 53

(Tagana)
3 | Tenaga Kesejateraan Sosial

Kecamatan (TKSK) 26 26 26 26 26 26
4 | Karang taruna 283 283 | 277 | 277 | 277 277
5 | Lembaga kesejahteraan

sosial (LKS)/Panti 21 23 19 14 15 15
6 | Wahana kesejahteraan

soaial keluarga berbasis 9 9 6 4 4 0

masyarakat (WKSBM)
7 | Wanita pemimpin

kesejahteraan sosial 27 97 157 | 157 | 157 157

(WPKS)
8 | Penyuluh Sosial 0 2 2 2 2 1
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Kondisi

Penguatan PSKS

. S Awal PSKS
No Indikator Kinerja 2013 | 2014 | 201 | 2016 2017 | 2018
5
9 | Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluaraga 1 1 1 1 1 1
(LK 3)
10 | Pekerja Sosial Profesional 0 0 4 4 3 4
11 | Keluarga Pioner 0 0 0 0 0 0
12 | Dunia Usaha 0 0 0 12 12 12
13 | Operator dan pendamping
program keluarga harapan 60 60 80 | 120 | 118 159
(PKH)
Jumlah 583 966 | 1190|1235 | 1233 | 1265

Sumber Data :Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinsos-PPPA Kabupaten

Sumedang Tahun 2018.

Dan dapat digambarkan pada kurva dibawah ini :

Partisipasi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial

Gambar 2.4
Capaian Kinerja Indikator
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Perkembangan PSKS di Kabupaten Sumedang dilihat dari kondisi awal
pada tahun 2013 berada diposisi 583 unit, terjadi peningkatan di tahun 2014
sebesar 65,69%, tahun 2015 menjadi 23,18% dan peningkatan di tahun 2016
sebesar 3,7%, tahun 2017 menurun 0,2 % dan di tahun 2018 meningkat lagi 2,6
% namun dari peningkatan tersebut yang dapat diberdayakan dan telah
berpartisipasi dalam penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang sampai
dengan saat ini baru 6 jenis PSKS dari 12 Jenis PSKS itupun belum secara
menyeluruh ada di tiap desa dan kecamatan.

Untuk peningkatan sasaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya
lebih difokuskan kepada bagaimana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
tersebut dapat diberdayakan dan difungsikan untuk bersama sama
berpartisipasi dalam penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang, sehingga PMKS

benar benar bisa tertangani secara tuntas.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan

Capaian target kinerja sasaran dengan indikator Persentase Pelestarian Nilai-nilai
Kepahlawanan tiap tahunnya mencapai 100% yaitu 3 TMP terpelihara dan Kesetiakawanan
Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Pahlawan .

Pencapaian target dibidik oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dengan rincian

kegiatan sbb :
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NO KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI
s/d 2018 | s/d 2018 %
Pemeliharaan Rutin Taman Makam
1 | Pahlawan (MPN) Cut Nyak Dhien, lokasi 3 3 100
Taman
Peringatan Hari Kesetiakawanan
2 | Sosial Nasional (HKSN) dan Hari kali 2 2 100
Pahlawan
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak
— Korban Tindak Kekerasan
Target Realisasi
Indikator | Satuan| | 015 221 2017 12°18 2014 | 2015|2016 | 2017 | 2018
Cakupan
perempuan
dan anak
korban
kekerasan
yang
mendapatkan |
penanganan Y% 100 | 100 100 | 100 |100 | 100 | 100 {100 | 100 100
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam  unit
pelayanan
terpadu
kasus 261 44 | 76 261 | 44 76

Capaian target kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan,

jejaring dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak — hak anak yang

tertuang dalam RPJMD maupun Renstra di tahun 2016, tahun 2017 dan tahun

2018 dengan indicator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam

unit pelayanan terpadu mencapai 100%

tiap tahunnya, dengan tingkat

penyelesaian kasus di tahun 2016 sebanyak 261 kasus, tahun 2017 sebanyak
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44 kasus , sedangkan di tahun 2018 sebanyak 76 Kasus dengan rincian : 55

kasus yang terdaftar di Polres Sumedang dan 21 Kasus yang terdaftar di

Dinsos-P3A. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.5

Capaian Kinerja Indikator

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan
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Sementara untuk data kasus baik yang terdaftar di DinsosP3A maupun

di Kepolisian sbb :

Gambar 2.6

Data Jumlah kasus yang ditangani tahun 2016 s.d tahun 2018
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Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus tidak kekerasan di

Kabupaten Sumedang yang telah ditangani baik oleh tenaga teknis P2TP2A

maupun oleh kepolisian, di tahun 2016 jumlah kasus yang ditangani sebanyak

261 kasus, tahun 2017 sebanyak 44 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 75

kasus. Naik turunnya jumlah kasus yang terdaftar dan tertangani dapat

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1.

2.

3.

4.

Faktor Ekonomi;

Pergaulan bebas/ salah asuh;

Pemahaman masyarakat meningkat sehingga berani lapor.

Pemahaman Masyarakat Meningkat tapi takut untuk melapor karena aib;

Untuk menurunkan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak maupun

perempuan, diperlukan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait

perlindungan terhadap perempuan dan anak .

Capaian target kinerja tersebut dibidik dengan Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan rincian kegiatan

sbb:
No Kegiatan Satuan | Target Realisasi Jumlah Pagu
1. | Penguatan Persen | 100 100 100 250,000,000
Kelembagaan
Perlindungan 95
Perempuan dan K (Polres)
Anak Korban asus 21
Tindak Kekerasan (Dinsos)
Jumlah 100 100 100 250,000,000
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E. Sasaran 5 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam
~— Pembangunan
Indikator | Satuan Target Realisasi

2014/2015 2016 |2017 | 2018|2014| 2015|2016 | 2017 [2018

Persentase

Pemberdayaan

Perempuan

dalam % 20| 20| 20| 20| 100| - - - | 100 |100

Meningkatkan

Ekonomi

Keluarga

Capaian target kinerja sasaran tahun 2018 untuk indicator Persentase

Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

mencapai 100% ( 200 orang) . Indikator tersebut dibidik oleh Program

Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Berikut

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 2.7
Capaian Kinerja Indikator
Persentase Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan

Ekonomi Keluarga
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Capaian target kinerja dicapai melalui kegiatan sbb :
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Realisasi
No Kegiatan satuan | Target ]lll)zﬂ?lh
Jumlah | % g
Penyuluhan bagi
Ibu Rumah
1, | Tangga dalam Orang | 550 200 | 100 | 150,000,000
membangun
Keluarga
Sejahtera
Jumlah 200 200 100 | 150,000,000

Sementara ketercapaian target kinerja Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang

tidak terlepas dari seberapa besar dukungan anggaran yang teralokasikan, untuk

mendapat gambaran pengalokasian anggaran terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada

tahun 2014 -2018 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:
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Tabel. 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018

URAIAN

RENCANA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

RASIO ANTARA REALISASI DAN

ANGGARAN

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)
LAINNYA

1.230.107.500

1.929.313.900

42.000.000

250.000.000

651.600.000

1.203.626.500

1.846.657.600

42.000.000

240.930.000

222.942.000

97,85

95,72

100,00

96,37

34,21

PROGRAM
PEMBINAAN EKS
PENYAKIT SOSIAL
(EKS NAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN
PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)

107.424.000

73.467.100

100.000.000

140.000.000

105.897.000

73.187.100

99.900.000

134.994.650

98,58

99,62

99,90

96,42

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

477.852.000

1.182.903.500

275.070.000

289.205.782

200.000.000

465.152.000

1.150.305.500

274.950.000

287.439.600

22.119.000

97,34

97,24

99,96

99,39

11,06

PROGRAM
PERLINDUNGAN
SOSIAL BAGI PMKS
YANG TERMASUK
DALAM KRITERIA
KORBAN BENCANA

80.874.000

537.320.000

206.000.000

226.238.000

64.338.000

87.320.000

194.589.000

42.744.500

79,55

16,25

94,46

18,89
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URAIAN

RENCANA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

PROGRAM
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

89.920.000

42.500.000

125.000.000

50.000.000

88.412.650

36.780.000

124.501.000

28.214.800

98,32

86,54

99,60

56,43

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
LATIHAN BAGI
PENYANDANG
CACAT DAN EKS
TRAUMA

100.872.000

40.086.700

108.000.000

97.422.000

38.946.700

88.765.100

96,58

97,16

82,19

PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

493.916.500

178.950.000

422.443.200

175.760.000

85,53

98,22

PROGRAM
PEMBINAAN ANAK
TERLANTAR

47.744.500

46.512.500

97,42

PROGRAM
PEMBINAAN PANTI
ASUHAN/ PANTI
JOMPO

14.920.000

14.920.000

100

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL BAGI PMKS
YANG TERMASUK
DALAM KRITERIA
KORBAN BENCANA

41.630.000

40.085.000

96,29

PROGRAM
KESERASIAN
KEBIJAKAN
PENINGKATAN
KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN

296.000.000

464.863.761

145.079.100

20.000.000

250.000.00
0

288.383.850

463.069.961

144.788.000

19.860.900

10.818.000

97,43

99,61

99,80

99,30

4,33

PROGRAM
PENINGKATAN
PERANSERTA DAN

649.899.550

335.106.057

600.000.000

649.754.550

329.629.550

100.947.500

99,98

98,37

16,82
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URAIAN

RENCANA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

RASIO ANTARA REALISASI DAN
ANGGARAN

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

KESETERAAN
GENDER DALAM
PEMBANGUNAN

PROGRAM
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
GENDER DAN ANAK

629.845.000

40.117.370

626.246.304

40.095.000

99,43

99,94

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

850.000.000

20.000.000

845.725.250

20.000.000

99,50

100

PROGRAM
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK

280.000.000

350.000.00
0

279.202.000

50.906.750

99,72

14,54

PROGRAM
PENINGKATAN
AKTIFITAS
PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN
(P2WKKS)

83.879.750

83.879.750

100

PENINGKATAN
KAPASITAS DAN
JARINGAN
KELEMBAGAAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
ANAK

61.927.600

61.917.600

99,98
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Dari tabel diatas dapat digambarkan perkembangan besaran
pengalokasian anggaran per program per tahun yang dapat menentukan
capaian kinerja yang telah di targetkan, namun besaran target anggaran itu
merupakan pagu program dari kegiatan yang terdanai baik dari pagu PI
SKPD maupun PIK bukan pagu program yang dibutuhan sesuai dengan
target.

Ada 17 Program yang direncanakan terdanai namun dalam
pelaksanaannya ditahun tahun berikutnya ada beberapa program yang tidak
terdanai di setap tahunnya dan ada beberapa program yang pagunya
menurun di tiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi
penganggaran program dan kegiatan baik di tingkat pusat, provinsi maupun

kabupaten.
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BAB Il
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan
berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan
menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut
akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten
Sumedang periode 2019-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini
Kementeriaan Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai
sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar
penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang periode 2019-2023. Adapun
penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi adalah sebagai berikut :
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3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong

terwujudnya visi dan misi Bupati Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten

Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa

permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak

No Urusan Permasalahan
SOSIAL
1 | Permasalahan 1. Aksesjangkauan pelayanan yang sangat luas
dalamAspek Bidang 2. Data PMKS kurang akurat
Pelayanan dan 3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas penampungan klien yang
Rehabilitasi Sosial perlu di assessment
4. Ketergantungan anggaran dari pusat
2 | Permasalahan dalam | 1. Datakemiskinan yang belum akurat
AspekBidang 2. Adanya potensi rawan bencana
Perlindungan dan 3. Buffer stock untuk korban bencana masih minim
Jaminan Sosial 4. Ketergantungan anggaran bencana dari pusat
5. Bantuan sosial masih ada yang belum tepat sasaran
3 | Permasalahan dalam | 1. Peranan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) kurang
Aspek Bidang maksimal
Pembinaan dan 2. Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa
Pemberdayaan 3. Masih kurangnya Pelestarian akan nilai-nilai Kepahlawanan dan
Sosial Kesetiakawanan Sosial
4. Taman Makam Pahlawan kurang sesuai standar
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URUSAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

1 | Permasalahan dalam | 1. Data gender dan anak belum akurat

bidang 2. Akses jangkauan pelayanan sangat luas

pemberdayaan 3. Belum terseadianya sarana dan fasilitas untuk penanganan
perempuan dan perempuan dan anak

perlindungan anak 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan

kejadian tindak kekerasan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang masih belum

menunjukkan kinerja yang optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin
diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari
nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-
2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan
Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang

sesuai dengan RPJIMD periode 2019-2023 sebagai berikut :
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“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlagnya, Maju Daerahnya, Profesional

Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk
kesejahteraan masyarakat;

2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat
dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan
infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan
kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab
secara profesional dalam pelayanan masyarakat;

5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang

mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.
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Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2019-2023 selanjutnya
menjadi pedoman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang periode 2019-2023 agar arah kebijakan dan program
pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang periode 2019-
2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-
2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor 1
(satu) yakni Misi Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan
terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui hambatan
dan faktor penentu keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Misi tersebut,
disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam

Mewujudkan Misi RPIMD Kabupaten Sumedang
Periode 2019-2023

Misi RPJMD Hambatan Dinas Sosial Faktor Penentu Keberhasilan

(Misi Kepala Daerah) yang Pemberdayaan Dinas Sosial Pemberdayaan
) . . Perempuan dan .
Terkait Peran Dinas Sosial Perlindunean Anak Perempuan dan Perlindungan
Pemberdayaan Perempuan dan 5 Anak Kabupaten Sumedang

Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Surpedang dalam Mewujudkan Misi
Dalam Mewujudkan
Sumedang RPJMD

Misi RPJMD

2 3 4
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Memenuhi kebutuhan dasar 1. Data dan informasi | 1. Optimalisasi Manajemen
secara mudah dan terjangkau Urusan Sosial dan Pengelolaan Data dan
untuk kesejahteraan masyarakat P3A belum akurat Informasi
2. Jangkauan 2. Peningkatan Koordinasi
pelayanan yang luas dan Jejaring para
3. Kuantitas SDM Pemangku Kepentingan
belum memadai 3. Tersedianya SDM yang
4, Sarana dan berkualitas
prasarana kurang 4. Tersedianya Sarana dan
memadai Prasarana yang memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi

tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023

maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang dengan capaian Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Renstra

K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat

sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari

Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal

bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan Kementerian terkait
dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik
ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten

Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan
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target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus
ditingkatkan untuk periode 2019-2023 sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan Urusan Sosial dan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun keterkaitan atau
perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan
Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan
sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.
Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra

Dinas Sosial
Sasaran Sasaran pada Renstra Pemberdayaan
pada Renstra Kementerian Provinsi Jawa Barat Perempuan dan

Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

KEMENTERIAN SOSIAL

Berkontribusi Menurukan Jumlah _ 1. Meningkatnya

Fakir Miskin (FM), Kelompok Terwujudnya pengentasan Pelayanan

Rentan dan Penyandang Masalah | kemiskinan bagi seluruh Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) masyarakat Kesejahteraan Sosial
lainnya sebesar 1 % dan target (PMKS)

Nasional pada Tahun 2019

Meningkatnya pemenuhan
pelayanan kebutuhan dasar
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

Pengembangan kapasitas SDM Meningkatnya kepedulian
dan Kelembagaan Kesejahteraan masyarakat terhadap
Sosial dalam Penyelenggaraan permasalahan sosial
Kesejahteraan Sosial

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Meningkatnya

Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan
Pengarusutamaan Gender dan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan di Pemberdayaan

Berbagai Bidang Pembangunan Perempuan
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Sasaran pada Renstra
Dinas Sosial
Sasaran Sasaran pada Renstra Pemberdayaan
pada Renstra Kementerian Provinsi Jawa Barat Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

Meningkatnya Perlindungan 3. Meningkatkan
Perempuan dan Anak dari Kualitas Hidup
berbagai Tindak kekerasan Perempuan dan Anak

Meningkatnya Perlindungan Anak

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi
vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran
strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi
dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang telah diupayakan secara optimal, nhamun sesuai dengan hasil
pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu
diperbaiki pada periode 2019-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu
strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

1) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial;

2) Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

3) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan
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Sosial;

4) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

No Aspek Permasalahan Isu Strategis

1 | Permasalahan 1. Akses jangkauan pelayanan yang sangat | 1. Masih Rendahnya Kualitas
dalam bidang luas Pelayanan Penyandang
pelayanan dan 2. Data PMKS kurang akurat masalah Kesejahteraan
rehabilitasi sosial | 3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas Sosial (PMKS)

penampungan klien yang perlu di
assessment

2. Masih Rendahnya Tingkat

4. Ketergantungan anggaran dari pusat Perlinduryggn Perempuan dan
2 | Permasalahan 1. Data kemiskinan yang belum akurat Anak dari Tindak Kekerasan
dala.m bidang 2. Adanya potensi rawan bencana 3. Masih Rendahnya Tingkat
perlindungan dan | 3. Buffer stock untuk korban bencana
S . . .. Pengarusutamaan Gender
jaminan sosial masih minim
. dan Pemberdayaan
4. Ketergantungan anggaran bencana dari
Perempuan
pusat
5. Bantuan Sosial masih ada yang belum
tepat sasaran
3 Permasalahan 1. Peranan PSKS (Potensi Sumber
dalam bidang Kesejahteraan Sosial) kurang maksimal
pembinaan dan 2. Belum terintegrasinya pelayanan
pemberdayaan kesejahteraan sosial tingkat desa
sosial 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan
nilai-nilai kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
4. Taman Makam Pahlawan kurang sesuai
standar
4 | Permasalahan 1. Data gender dan anak belum akurat
dalam bidang 2. Akses jangkauan pelayanan sangat luas
pemberdayaan 3. Belum terseadianya sarana dan fasilitas
perempuan dan untuk penanganan perempuan dan
perlindungan anak
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anak 4. Masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk melaporkan kejadian
tindak kekerasan

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek
permasalahan dalam pelayanan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Masih Rendahnya Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

3. Masih Rendahnya Tingkat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPIJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang
akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang adalah :

‘Meningkatkan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara

Optimal”

Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
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1. Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;

3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dengan Visi Misi RPJMD

diilustrasikan dalam skema di bawabh ini.

Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang

VISIRPIMD =2 geightera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif

(SIMPATI) Pada Tahun 2023

~-

MISI RPJMD > MISI = Memenuhi Kebutuhan Dasar secara mudah dan

terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat

TUJUAN %v@

RENSTRA

DINAS “Meningkatkan Pelayanan Penyandang

SOSIAL 5 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKYS),
serta Perlindungan Perempuan dan Anak

PEMBERDAYAAN secara Optimal ”

PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA
1 2 3 4 5
Meningkatkan Persentase Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Persentase Penyandang —
Pelayanan terhadap terhadap Penyandang Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan Sosial Jumiah PMKS tahun n d(:;(gﬂg; (‘)J(L;(;: lah Penduduk tahun n

Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS), Serta
Perlindungan
Perempuan dan Anak
secara optimal

Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Serta
Perlindungan Perempuan
dan Anak

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(PMKS)

Meningkatnya Kualitas Hidup
Perempuan dan Anak

Persentase Perlindungan
Perempuan dan Anak

Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan

P2TP2A dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100%

Kabupaten Layak Anak

Skor KLA yang diperoleh

Meningkatkan
Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

Persentase Perempuan Kepala
Keluarga yang meningkat
Ekonomi Keluarganya

Jumlah Pekka yang sudah mandiri dibagi Jumlah Pekka
dikali 100%

Meningkatkan kualitas
Kinerja dengan Prinsip
Tata Kelola Pemerintah
yang baik (Good
Governance)

Persentase kualitas Kinerja
dengan Prinsip Tata Kelola
Pemerintah yang baik (Good
Governance)

Meningkatnnya Kapasitas dan
kapabilitas internal perangkat
daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Skor Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Tingkat Penyerapan Anggaran
Perangkat Daerah

Jumlah Realisasi Anggaran dibagi Total Pagu Anggaran
di kali 100%

Jumlah Inovasi SKPD

Jumlah Inovasi yang dihasilkan

Indeks Pembangunan Zona
Integritas / Reformasi Birokrasi

Skor Hasil Penilaian LKE terhadap Kelengkapan
Pendukung atau Evidence dengan target Indeks
Pembangunan Zona Integritas atau Reformasi Birokrasi
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang
Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan

dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan

kewenangannya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan

tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat

dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena
itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
periode 2019-2023 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan
dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan
mengunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam
menentukan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan

sasaran dapat dilihat pada Ttabel 5.1.
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TABEL 5.1

ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

Alternatif Strategi (S-O):

a.

b.

Peningkatan Pemberdayaan
Perempuan

Penguatan
Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan

Alternatif Strategi (S-T):
a. Peningkatan pelayanan

terhadap PMKS;

b. Peningkatan Pelayanan
Perlindungan Terhadap
Perempuan dan Anak

Alternatif Strategi (W-O):

a.

b.

Penguatan Kapasitas dan
Kualitas Mitra Sosial
Peningkatan Nilai-nilai
kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial

Alternatif Strategi (W-T):
a. Peningkatan Penanganan
bagi Korban Bencana
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5.2  Strategi
Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
menetapkan strategi diantaranya :
1. Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS);
2. Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana,
3. Penguatan kapasitas dan kualitas mitra sosial;
4. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
5. Penigkatan pelayanan pelindungan terhadap perempuan dan anak;
6. Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

7. Peningkatan pemberdayaan perempuan.

5.3 Arah Kebijakan
Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah :
1. Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk
semua wilayah;
2. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama
dan setelah tanggap darurat;
3. Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Penyandang
Masalah Sosial (PMKS);
4. Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial;
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5. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
6. Meningkatkan peran serta perempuan di bidang politik, sosial dan

ekonomi.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.
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Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

VISI RPIJMD : TERWUJUDNYA SUMEDANG YANG SEJAHTERA AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023

MISI ke 1 RPIMD : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan Pelayanan
terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), Serta
Perlindungan
Perempuan dan Anak
secara optimal

Meningkatnya Pelayanan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara
merata untuk semua wilayah

Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana

Meningkatkan Penanganan Korban Bencana selama
dan setelah Tanggap Darurat;

Penguatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial

Meningkatkan Peran Mitra Sosial dalam Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial di Masyarakat

Meningkatkan Pemeliharaan Nilai-Nilai Kepahlawanan
dan Kesetiakawanan Sosial

Meningkatnya Kualitas
Hidup Perempuan dan
Anak

Peningkatan Pelayanan Perlindungan Terhadap
Perempuan dan Anak;

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;

Meningkatkan
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatkan Peran serta Perempuan di Bidang
Politik, Sosial dan Ekonomi.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan
ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana
program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang melaksanaan pelayanan
Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
.Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 6.1 di

bawabh ini.
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Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Urusan Sosial
dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2019-2023
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
e UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi Kinerja Pada PERANGKAT
TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR DAN PROGRAM / SATU KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERAH LOKASI
TUJUAN SASARAN AN AWAL
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19
URUSAN SOSIAL 7,860,000,000 10‘3336000’0 10,335,000,000 10,388,795,297 10,475,000,000 49’3“.;795’29
Meningkatka | Persentase Meningkatn Persentase Program
n Pelayanan Pelayanan ya Penyandang Pemberdaya Persentase
terhadap terhadap Pelayanan Masalah an Fakir PMKS yang
Penyandang Penyand. Penyand. Kesejaht Miskin, Menerima
Masalah g Masalah Masalah n Sosial Komunitas Bantuan
Kesejat Kesejah Kesejal (PMKS) Adat Program
n Sosial aan Sosial an Sosial Terpencil Pemberdayaa
(PMKS), (PMKS) (PMKS) (KAT) dan n Sosial
Serta Serta Penyandang Melalui Persen 1,1 2.86 2,250,000,000 4,01 2,300,000,000 5.18 2,330,000,000 6.33 2,250,000,000 749 ,340,000,000 749 11,470,000,000
Perlindungan | Perlindung Masalah Kelompok
Perempuan an Kesejahteraa Usaha
dan Anak Perempuan n Sosial Bersama
secara dan Anak (PMKS) (KUBE) atau
optimal Lainnya Kelompok
Sosial
Pemberdayaa Ju'mlah
n PMKS Masyarakat
melalui Usaha Miskin yang Dinsos Kab.
Ekonomi mengiku Orang 371 M 750,000,000.00 1171 750,000,000 1571 750,000,000.00 1971 750,000,000 2371 750,000,000 2371 3,750,000,000 P3A Sumedang
Produktif Pembinaan
(UEP) UEP
Pemberdayaa
Efrzzlriltas &iﬂfnh okyang | Keom 10 1 12 14 90,000,000 14 Dinsos Kab.
(| feompokyang g - - 50,000,000 80,000,000.00 - - s 220,000,000 P3A | Sumedang
Adat Terpencil | dibina
(KAT)
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondist Kinar Pad UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi Kinerja Pada PERANGKAT
TUJUAN |N1PJ§G‘T\3R SASARAN IgRISI;ARTIf DAN PROGRAM / 5:;“ Kgxﬂ'ﬁ' Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERAH | LOKASI
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pemb_erdayaa Jumlah
n Sosial Kelompok yang Kelom Dinsos Kab
ﬁgﬁ:r a diberdayakan pok o 1 1,500,000,000 197 1,500,000,000 21 1,500,000,000 21 1,500,000,000 Sall 1,500,000,000 Sall 7,500,000,000 P3A Sumedang
Misking melalui
Program KUBE
Persentase
Penyandang
Program Masalah peree
i Kesejah 52.14 53.24 53.24 4,600,000,00 53.24 53.24 4,600,000,000 53.24 53.24 | 21,250,000,00
Sosial Sosial yang n 2,850,000,000 0 4,600,000,000 4,600,000,000 0
menerima
Jaminan
Sosial
Pendampinga
n Program Jumlah Kepala
Bantuan Keluarga yang
Stimulan Menerima Di Kab
Perumahan Program KK 774 1646 1,000,000,000 2546 1,000,000,000 3446 1,000,000,000 4446 1,000,000,000 5446 1,000,000,000 5446 5,000,000,000 Insos ab.
P3A Sumedang
Swadaya Bantuan
Stimulan
Perumahan
Swadaya
Pendampinga
n Bantuan Jumlah KK
Sosial Pangan | yang menerima Dinsos Kab
Non Tunai/ Bantuan Sosial KK 81528 80526 350,000,000 80526 350,000,000 80526 350,000,000 80526 350,000,000 80526 350,000,000 80526 1,750,000,000 P3A Sumed déng
Rastra Pangan Non
Tunai/ Rastra
Pelayanan Persentase
Jamkesda Masyarakat
Miskin yang Dinsos Kab.
mengajukan Persen | 100 1001 400,000,000.00 ; ; ; ; ; ; ; ; 1001 100,000,000 P3A | Sumedang
Pelayanan
Jamkesda
Pendampinga
n Program Jumiah Dinsos Kab
g Keluarga Kpm 60055 61323 1,000,000,000 61323 1,000,000,000 61323 1,000,000,000 61323 1,000,000,000 61323 1,000,000,000 61323 5,000,000,000 :
Keluarga Penefima P3A Sumedang
Harapan Manfaat
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinera Pad UNIT KERJA
ondisi Kinerja Fada
Tuguan | INDIKATOR | o) cppaN INDIKATOR PRgiﬁAM ;ﬁﬂé&{ﬁ“, SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra PE[',‘:E"&” LOKASI
TUJUAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN AN AWAL Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan
Peran Mitra
Sosial dalam Jumlah Mitra
Keterpaduan dalam Dinsos Kab.
Penanganan penanganan Orang 262 200,000,000 - - - - - - - 262 200,000,000 P3A Sumedang
Bidang Sosial Bidang Sosial
dan dan Kesehatan
Kesehatan
Pelayanan Jumlah
Penerima Masyarakat
Bantuan luran Miskin
Jaminan Penerima Dinsos Kab
Kesehatan Bantuan Orang 635 - 17035 250,000,000 25235 250,000,000 33435 250,000,000 41635 250,000,000 41635 1,000,000,000 P3A Sumedﬁn
Nasional Jaminan 9
Kartu Kesehatan
Indonesia yang
Sehat Daerah Terintegrasi

Sistem JKN
Jaminan
Sosial bagi
Korban Persentase
Bencana Korban Persen . 100 | 500000000 | 100 500,000,000 100 500,000,000 100 | 500000000 | 100 | 2000000000 | Dinsos Kab.
Setelah Bencana yang P3A Sumedang
Tanggap Menerima
Darurat Jaminan
Bencana
Verifikasi dan Jumlah i
Validasi Basis | Dokumen Dok 1 1 200,000,000 1 1,500,000,00 1 1,500,000,000 1 1,500,000,000 1 1,500,000,000 1 6200000000 | Dinsos Kab.
Data Terpadu Basis Data 0 P3A Sumedang

D

Terpadu
Program Persentase
Perlindungan | Korban
Sosial Bencana Alam

dan Sosial

yang

Terpenuhi

Kebutuhan Persen 100 100 200,000,000.00 100 550,000,000 100 580,000,000 100 633,795,297 100 650,000,000 100 2,613,795,297

Dasarnya

pada saat dan

Setelah

Tanggap

Darurat

Bencana

73




TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinera Pad UNIT KERJA
ondisi Kinerja Fada
TUJUAN | INDIKATOR | o orpa INDIKATOR PR%?EAM ,',';EG"Q{?,.R, SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra PES:;‘&'?{AT LOKASI
TUJUAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN AN AWAL Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Penanganan
Masalah- Persentase
masalah Korban
;t;tyeagr:?;kut Slf;‘rfg;‘; Y2 | porsen | 100 100 80,000,000 ; . . . ; ; ; 100% | 80,000,000 Dinsas Sugzz;ﬂﬂg
Tanggap
Darurat
Bencana
Penguatan
Taruna Siaga Intensitas .
Bencana Penguatan Kali 1 1 80,000,000 - - - - - - - 1 80,000,000 D'F[‘GSXS Surﬁgé .
(TAGANA) Taruna Siaga 9

bencana
Penanganan
Masalah - Persentase
Masalah Penanganan
Strategis Bencana Alam
Menyangkut dan Bencana Dinsos Kab
Tanggap Sosial Persen 100 - - 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000. 100 1,000,000,000. .
Darurat P3A Sumedang
Bencana
Alam dan
Bencana
Sosial
Penguatan
Taruna Siaga Intensitas
Bencana Penguatan
(TAGANA) Taruna Siaga Dinsos Kab
dalam Bencana Kali 1 - - 2 200,000,000 3 230,000,000 4 250,000,000 5 250,000,000 5 930,000,000 P3A Sumedlang
Penanganan (TAGANA)
Kebencanaan dalam

Penanganan

Kebencanaan
Fasilitasi Jumlah Desa Desa 5 8 40,000,000 13 100,000,000 18 100,000,000 23 133,795,297 28 150,000,000 28 523,795,297 Dinsos Kab.
Kegiatan yang menerima P3A Sumedang
Keserasian Fasilitasi
Sosial, Keserasian
Kearifan Lokal Sosial,
dan Kampung Kearifan Lokal
Siaga dan Kampung
Bencana Siaga Bencana
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR Kondisi Kinerja Pada | pERANGKAT
TUJUAN '"TD'KA;ﬁR SASARAN 'NR";AJ&R DAN PROGRAM / S:LU Kf\’ugfl Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra | DAERAH | LOKASI
Ul SAS KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG|
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase
PMKS

(Penyandang

Disabilitas,

Rehabilitasi Anak Terlantar, o Dinsos Kab.
Sosial PMKS Lar?jut Ssiaa ar, | Persen - 100 40,000,000 - - - - - - - - 100% 100,000,000 P3A Sumedang
Terlantar, dan
Tuna Sosial
Terlantar) yang
direhabilitasi
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
e UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi Kinerja Pada | pERANGKAT
TUJUAN INDIKATOR | o1 cpraN INDIKATOR DAN PROGRAM ; | SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERAH | LOKASI
TUJUAN SASARAN AN AWAL
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pelayanan
dan Persentase Dinsos Kab.
Operasional Client yang Persen 100 100 50,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 350,000,000 PIA Sumedan
Rumah . o g
Singgah dilayani
Penanganan ’ Kab.
PMKS geM';eS”ja;:nan Persen 100 40,000,000 100 100,000,000 100 125,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 565,000,000 Dg‘ssgs Sumedan
Jalanan " . g
yang Ditangani
Jumlah
Penyuluhan Masyarakat Dinsos Kab.
Rehabiltasi yang Mengikuti | Orang 100 40,000,000 200 100,000,000 300 100,000,000 400 100,000,000 500 100,000,000 500 440,000,000 PIA Sumedan
Sosial Keliling Penyuluhan g
Rehabilitasi
Sosial
Jumlah
Rehabilitasi Penyandang
Sosial Disabilitas Kab
Penyandang :,2::”;:;3"“3’ Orang | 348 698 | 500,000,000 1068 | 500000000 | 1443 500,000,000 1828 500,000,000 215 | 500000000 | 2215 | 2500000000 | 5 |sumedan
Terlantar menerima 9
diluar Panti Bantuan
Kebutuhan
Dasar
Jumlah
Bimbingan Keluarga
Keluarga Penyandang Kab
Femyardang | Disabilias Orang - - 2 50,000,000 40 50,000,000 70 75,000,000 100 75,000,000 100 | 250,000,000 Diises | sumedan
Terlantar di Luar Panti g
Luar Panti yang Menerima
bimbingan
sosial
Rehabilitasi JumlahTuna
Tuna Susila Susila yang
menerima
Bantuan Dinsos Kab.
Kebutuhan Orang 50 70 50,000,000.00 20 50,000,000 110 50,000,000 130 50,000,000 159 50,000,000 159 250,000,000 PIA Sumgedan
Dasar
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinera Pad UNIT KERJA
ondisi Kinerja Fada
Tuguan | INDIKATOR | o) cppaN INDIKATOR PR%?EAM ;ﬁﬂéﬁﬁ“, SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra PES:;‘&'?{AT LOKASI
TUJUAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN AN AWAL Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Rehabilitasi Jumlah
Sosial Gelandangan,
Gelandangan, Pengemis dan Dinsos Kab
Pengemis dan | Pemulung Orang 25 50,000,000 50 50,000,000 75 50,000,000 105 50,000,000 145 50,000,000 145 250,000,000 P3A Sume: déng
Pemulung Terlantar yang
Terlantar menerima
bantuan sosial
Rehabilitasi Jumlah
Sosial Pengidap HIV / Dinsos Kab
Pengidap HIV | AIDS (ODHA) Orang 6 - - 11 30,000,000 0 17 30,000,000 22 30,000,000 22 90,000,000 P3A Sumedan g
| AIDS yang menerima
(ODHA) Bantuan Sosial
Rehabllnam Jumlah Eks
Sosial Eks Warga Binaan Dinsos Kab
Warga Binaan : Orang 34 60,000,000 74 60,000,000 114 60,000,000 154 60,000,000 194 60,000,000 194 240,000,000 :
Permasyaraka yang menerima P3A Sumedang
tan bantuan Sosial
Rehabilitasi Jumlah Anak
sosalpnak | TeraniarYang | orang 30 78 60,000,000 126 60,000,000 174 60,000,000 222 60,000,000 278 60,000,000 278 | 300,000000 Dinsos Kab.
erlantar Luar | Menerima P3A Sumedang
Panti Bantuan Sosial
Rehabilitasi Jumlah Anak
Sosial Anak berhadapan Dinsos Kab
Berhadapan dengan Hukum Orang 15 18 10,000,000 22 30,000,000 26 30,000,000 30 30,000,000 34 30,000,000 34 130,000,000 P3A Sumedlang
dengan yang menerima
Hukum bantuan sosial
Rehabilitasi Jumlah Lanjut
Sosial Lanjut Usia Terlantar
Usia Terlantar | yang Menerima | .\ 2 1514 | 500,000,000 3026 | 500000000 | 4538 500,000,000 6050 500,000,000 7562 500,000000 | 7562 | 2500000000 | Dinsos e
diluar Panti Bantuan P3A Sumedang
Kebutuhan
Dasar
Penyusunan Jumlah
Kebijakan Kebijakan
Tentang Pelayanan Dinsos Kab.
Pelayanan Kesejahteraan Perda 1 200,000,000 - - - - - - - 1 200,000,000 P3A Sumedang
Kesejahteraan | Sosial
Sosial
Penyediaan Jumlah
Sarana Usaha | Keluarga PCB
bagi Keluarga dan Lanjut Usia ’
PoBdan | Tidek Potensial Orang 20 50,000,000 ; . . ; ; ; ; 20 50,000,000 Doses | g nae
" . N umedang
Lanjut Usia yang menerima
Tidak bantuan Usaha
Potensial
Pelayanan Jumlah
Terpadu Fakir Dinsos Kab.
Miskin dan g;r:;;::n Paket 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 2,500,000,000 P3A Sumedang
Lansia
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinera Pad UNIT KERJA
ondisi Kinerja Fada
Tuguan | INDIKATOR | o) cppaN INDIKATOR PRgiﬁAM ;ﬁﬂé&{ﬁ“, SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra PE;‘:Q‘&” LOKASI
TUJUAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN AN AWAL Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jaminan Jumlah
Sosial bagi Penyandang
Penyandang Disabilitas
Diabiltas E;;?Jtdjgia Oang | 261 261 | 100,00000000 | 261 100,000,000 261 100,000,000 261 100,000,000 261 100000000 | 261 500,000,000 Dinsas Sugzzéng
Lanjut Usia Tidak Potensial
Tidak yang menerima
Potensial Jaminan
progan | Pesars
Pemberdaya S
an Kesejahteraan Persen 50 58.33 200,000,000 58.33 550,000,000 58.33 500,000,000 58.33 500,000,000 58.33 480,000,000 58.33 2,230,000,000
:ESI::;:Ia gaa sosial yang
aktif
Pemberdayaa Jumlah PSKS
n Potensi dan yang .
Sumber diberdayakan/ | Jenis 6 6 200,000,000.00 - - - - . . - 6 200,000,000 Dg‘SSAOS S Kab.
Kesejahteraan | dibina umedang
d
Sosial
Penyusunan Jumlah
Kebijakan Kebijakan
tentang Potensi Dinsos Kab
Potensi dan Sumber Daya Perbup - 4 50,000,000 - - - - - 4 50,000,000 P3A Sumedéng
Sumber Kesejahteraan
Kesejahteraan | Sosial
Sosial
Penguatan Jumlah
Peranan Pengurus
Karang Karang Taruna Dinsos Kab
Taruna di yang dibina Orang 26 - 50 50,000,000 100 50,000,000 150 50,000,000 200 50,000,000 200 200,000,000 P3A Sumed;an
Bidang 9
Kesejahteraan
Sosial
Penguatan Jumlah
Peranan Tenaga
Tenaga Kesejahteraan Dinsos Kab
Kesejahteraan Sosial Orang 26 - 26 150,000,000 26 150,000,000 26 150,000,000 26 150,000,000 26 600,000,000 P3A Sumed‘an
Sosial Kecamatan 9
Kecamatan yang dibina
(TKSK)
Penguatan Jumlah
Peranan Lembaga
Lembaga Kesejahteraan ’
Kesejagteraan Sogel yang Lemba 3 ; 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 200,000,000 Dhses | gunan
Sosial (LKS), | dibina % umedang
LK3 dan
Peksos
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondist Kinar Pad UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi Kinerja Pada PERANGKAT
Tuguan | NDIKATOR | sasaran | NDRATOR DAN PROGRAM | | SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra | DAERAH | LOKASI
uu SAS KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Penguatan Jumlah
Peranan Pekerja Sosial Dinsos Kab
Pekerja Sosial Masyarakat Orang - - - 70 50,000,000 140 50,000,000 210 50,000,000.00 277 50,000,000.00 277 200,000,000 P3A Sume dé n
Masyarakat yang dibina 9
(PSM)
Pusat Jumlah
Kesejahteraan | Puskesos yang Puskes Dinsos Kab.
Sosial dibentuk di s - - - 70 200,000,000 140 200,000,000 210 200,000,000 217 180,000,000 217 780,000,000 P3A Sumedang
PUSKESOS) setiap desa

Meningkatn
ya Kualitas
Hidup
Perempuan
dan Anak

Persentase
Perlindungan
Perempuan
dan Anak

Kabupaten
Layak Anak

Pemeliharaan

Taman Jumlah Taman

Makam Makam ! Dinsos Kab.
Pahlawan Pahlawan yang Lokasi 8 3 85,000,000.00 3 100,000,000 8 100,000,000.00 3 100,000,000.00 3 100’008 0000 8 485,000,000 P3A Sumedang
Daerah dan dipelihara

Nasional

Peringatan Jumlah

Hari Peringatan Hari . Dinsos Kab.
Pahlawan dan | Pahlawan dan Kali 2 2 25,000,000.00 25,000,000 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 125,000,000 P3A Sumedang
HKSN HKSN

Layanan
Perlindungan
Perempuan
dan Anak

Persentase
Layanan
Perlindungan
Perempuan
dan Anak

Persen

100 100

160,000,000.00

150,000,000.
00

100

130,864,100.00

100

142,733,250.00

100

148,650,300

100

732,247,650.0
0

Dinsos
P3A

Kab.
Sumedang
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
R UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi Kinerja Fada PERANGKAT
TUJUAN |N1PdﬁmR SASARAN 'gg'sliARTﬂf DAN PROGRAM / 5:;“ Kmﬂ'ﬁ' Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERAH | LOKASI
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Advokasi Jumlah peserta
Sosialisasi advokasi dan
Kebijakan sosialisasi
Pemenuhan Kebijakan ’
Hak dan Pemenuhan Orang - - 50 50'00%'000'0 100 50,000,000.00 150 50,000,000.00 200 50,00000000 | 200 200'008'000'0 D'F[‘35A°s Suﬁz;dn
peningkatan Hak dan 9
Kualitas Hidup | Peningkatan
dan Anak Kualitas Hidup

dan Anak
Pencegahan Jumlah
Kekerasan Peserta
termasuk Sosialisasi
TPPO Pencegahan 50,000,000.0 200,000,000.0 Dinsos Kab.
Terhadap Kekerasan Orang - - 50 0 100 50,000,000.00 150 50,000,000.00 200 50,000,000.00 200 0 P3A Sumedang
Perempuan terhadap
dan Anak Perempuan

dan Anak
Pembentukan
dan
Penguatan
Forum .

Jumlah Forum Dinsos Kab.
ﬁg’;‘gg‘;ha” Anak Forum ! 5 88,000,000.00 - - - - - - - - 5 88,000,000.00 P3A | Sumedang
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Pengembang
an Kabupaten | jymiah Desa / Desalk
Sumedang Kelurahan e;? . 5 5 Dinsos Kab.
Menuju Layak Anak SRA 40,000,000.00 - - - - - - - - 40,000,000.00 P3A Sumedang
Kabupaten dan Sekolah
Layak Anak Ramah Anak
P h Jumlah Peserta
HZTZ?;;I an Sosialisasi
Informasi dan ﬁ?;g’:;ra” Orang 50 ; ; 100 | 0000000 150 50,000,000.00 200 50,000,000.00 300 | 8000000000 | 300 | 2300000000 Dinses Smﬁz'ang
ian:flpa& Informasi dan

na Partisipasi

Anak
Pemenuhan
Hak Anak
Atas Kab
P h . ap.
Ponddkan | ameh SRA 4 . . 7| 000000 19| 000000000 | 13 50,000,000.00 18 | 7500000000 | 18 | 225000000 | DSOS gmedan
dan Budaya Ramah Anak 9
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinera Pad UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi KinerjaPada | PERANGKAT
INDIKATOR INDIKATOR SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN DAN PROGRAM / AN AWAL DAERAH LOKASI
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah
Penguatan . Kab.
Kelembagaan ;"y’:r’]g“mbag Forum 1 ; 4 50.000,0000 7 50,000,000.00 10 50,000,000.00 15 150,000,000 15| 300000000 Dinses | sumedan
Anak dibentuk 9
Pengembang
an Kabupaten Intensitas ) Kab
Layak Anak Pengembanga Kali 1 - 2 135,000,000. 3 135,000,000.00 4 135,000,000.00 5 135,000,000 5 540,000,000 Dinsos g\ medan
n Kabupaten 00 P3A
Layak Anak 9
Meningkatk Persentase i
an Perempuan OPD
Pengarusut Kepala Responsif Persen 9.68 16.13 33.87 61.29 80.65 100 100
amaan Keluarga Program Gender
Gender dan yang Penguatan Tl
Pemberdaya i Kelembag umla 595,000,000. 600,000,000.0 2,755,000,000.
A s i §°""a““"t - 220,000,000.00 G 620,000,000.00 720,000,000.00 5 5
Perempuan Keluarganya Anak engarusutam erda
P gany aan Gender Perbup g 9 4 g 8 v v
yang
dihasilkan
Perumusan Jumlah
Kebijakan Kebijakan Perda / Dinsos Kab.
genderdan | Gender dan Perbup ! 3| 200,00000000 4 200*038'000' 5 200,000,000.00 6 200,000,000.00 7 200'008 0000 7 ! *000'880*000' P3A | Sumedang
Anak Anak
Penguatan Vokal Dinsos Kab
Penyelenggar Jumlah Vokal Poin / 6 10 20,000,000.00 10 20,000,000.00 P3A Sumed.an
aan PUG Point OPD OPD 9
Penguatan
Kelembagaan Intensitas
Pengarusuta Penguatan ) Dinsos Kab.
maan Gender | Kelembagaan Kali ; 4 380’000’000' 8 100,000,000.00 12 100,000,000.00 16 800'000'000‘0 16 400'008'000'0 P3A | Sumedang
PUG
Pengembang
an Materi dan Intensitas
Pelaksanaan Pengembanga
KIE Tentang n Materi dan
Kesetaraan Pelaksanaan
dan Keadian | KIE Kali . 1 50,000,000.0 2 50,000,000.00 3 50,000,000.00 4 5000000000 | 4 2000000000 | Dinsos Kab.
Gender 0 0 P3A Sumedang
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR Kondisi Kinerja Pada | pERANGKAT
INDIKATOR INDIKATOR SATU | KONDISI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra
TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN DAN PROGRAM / AN AWAL DAERAH | LOKASI
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pelatihan
Perencana Jumlah OPD
dan yang dibina
Penganggara dalam )
nResponsf | Perencanadan | OPD ; 1 75.000,0000 28 15000000000 | 42 100,000,000.00 56 1000000000 1 g5 | 425000000 | Dnses ) Kab
gender Penganggaran 9
Responsif
gender dan
Anak
Pengembang Jumlah
an Sistem umia .
Informasi Dokumen Data | Dokum 3 ; 3 70.000,0000 3 120,000,000.00 3 120,000,000.00 3 1900000000 |5 | 4600000000 | Dnsos |  Kab
Gender dan Gender dan en umedang
Anak Anak
Pengarusuta Jumlah Dinsos Kab.
maan Gender Penghargaan APE ! - 2 100’088 1000. 0 s 150,000,000.00 0 - s 250’003 0000 P3A Sumedang
APE
Program
Peningkatan
Peran Serta
dan Persentase
Kesetaraan | Organisasi Persen | 952 | 1429 | 4000000000 | 3333 '27’5::'80“ 5476 | 150,000,00000 | 7649 | 15000000000 | 10000 | 150000000 | 100 517'54:"’“0"’
Gender wanita yang
Dalam aktif
Pembanguna
n
Pemberdayaa
n Perempuan .
di Bidang Jumigh Pestta | o 50 | 40,000,000.00 ; . . ; ; ; ; 5 | 4000000000 | Dinsos Kab.
Poltik, Hukum )éanngzng|ku1| P3A Sumedang
dan Sosial emoerdayaan
Pendidikan Jumlah Peserta
dan Pelatihan Pendidikan dan . Kab.
Peningkatan | Pelatihan Orang ) 50 50'00%'000'0 100 50,000,000.00 150 50,000,000.00 200 | 5000000000 | 200 200'003'000'0 Diises | sumedan
Kesetaraan Peningkatan g
gender Kesetaraan
Gender
Pembinaan . . Kab.
Organisasi Jumish Organi 4 ; 8 40,000,000.0 12 50,000,000.00 16 50,000,000.00 21 50,000000.00 | 21 190,0000000 | Dinsos g oy
Organisasi sasi 0 0 P3A
Perempuan . g
yang dibina
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
e UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi Kinerja Fada PERANGKAT
TUJUAN |N1PJ§G‘T\3R SASARAN IgRISI;ARTI? DAN PROGRAM / 5:;“ Kgxﬂ'ﬁ' Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERAH | LOKASI
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembinaan
Organisasi Jumlah Organi 37,543,800.0 187,543,800.0 Dinsos Kab.
Kemasyarakat Organisasi sasi - 4 0 9 50,000,000.00 14 50,000,000.00 19 50,000,000.00 19 0 P3A Sumedang
an yang dibina
Persentase
Program Perempuan
Ketahanan | (09 720,000,000,
Keluarga dan Pembe'r) - Persen 12.84 13.96 1,290,000,000 15.07 ? 00’ . 16.19 774,879,411.00 17.31 750,000,000.00 18.42 750,000,000 18.42 4,284,879,411
Kesejahteraa 1 Dalam ¥
MiEIETER Peningkatan
Ekonomi
Keluarga
Jumlah
Pembinaan | e Oran 1800 | 1900 | 100,00000000 | 2000 | 1000000001 100 | 10000000000 | 2200 | 10000000000 | 2300 | 100000000 | 2300 | 3000000000 | Dinsos Kab.
P2WKSS o 9 U080 00 0RO ODE0N 200 0 P3A | Sumedang
Program
P2WKSS
Peningkatan
Manajemen
Perempuan iﬂfnh ok Kimpk 12 13 14 40,000,000.0 15 16 17 17 230,000,000.0 Dinsos Kab.
Dalam PEKKK an P 40,000,000.00 . 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 o P3A Sumedang
Mengelola =reA yang
dibina
Usaha
Peningkatan f(uerlgl;l:mk Kelom Dinsos Kab
Ketahanan Ketahanan pok 2 ; 8 40,000,000.0 4 50,000,000.00 5 50,000,000.00 6 50,000,000.00 6 | 1900000000 P3A | Sumedang
Keluarga 0 0
Keluarga yang
dibina
Penyuluhan
Bagi Ibu-ibu
Rumah Dinsos Kab
Tangga dalam | Jumlah Peserta Orang 100 150 40,000,000.0 210 74.879.411.00 260 50,000,000.00 310 50,000,000.00 310 214,879411.0 P3A Sumedang
Membangun Penyuluhan 0 0
Keluarga
Sejahtera
Pemberdayaa
n Perempuan Jumlah Dinsos Kab.
Dalam Perempuan Orang 100 200 350,000,000.00 300 100’088’000' 400 100,000,000.00 500 100,000,000.00 600 100,000,000 600 350’000’000'0 P3A Sumedang
Keluarga yang dibina

83




TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
S — UNIT KERJA
PROGRAM INDIKATOR ondisi KinerjaPada | pERANGKAT
TUJUAN |N1PJ§G‘T\3R SASARAN IgRISI;ARTIf DAN PROGRAM / 5:;“ Kmﬂ'ﬁ' Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERAH | LOKASI
KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah ENANGGUNG
JAWAB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Peningkatan
Peran
Perempuan .
dalam f,”""ah Orang 500 600 | 200,000,000.00 700 50'00%’000‘0 800 50,000,000.00 900 50,000,000.00 1000 50,000,000.00 | 1000 400'008'000'0 Dg‘;‘:s s KEZ‘
membangun ererzp;an umeaang
Keluarga yang dibina
Sejahtera
Pemberdayaa
n Perempuan | - Jumiah Orang 100 | 200000000 200 50,000,000 300 50,000,000 400 50,000,000 500 50,000,000 500 | 400,000,000 Dinsos Kab.
dalam perempuan P3A Sumedang
Organisasi yang dibina
Integrasi
Pemberdayaa Jumlah
n Perempuan Perempuan .
Perindungan | yang dibina Orang 100 | 100,000,000 . . ; . . . . 100 100,000,000 Dinsos Kab.
. P3A Sumedang
Anak dan melalui
Keluarga Program
Berencana P2WKSS
Integrasi
Pemberdayaa
n Perempuan | Jumiah Orang 100 | 300,000,000 200 300,000,000 300 | 300,00000000 | 400 300,000,000.00 500 300000000 | 500 | 1,500000000 | Dinsos Kab.
dan Perempuan P3A Sumedang
Perlindungan yang dibina
Anak
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN SKPD 9,698,000,000 i 12,395,743,511 12,536,528,547 12,663,650,300 2960146515
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Tabel 6.2

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Urusan Wajib SKPD Tahun 2019-2023
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang

UNIT
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KERJA
_ PERAN
INDIKAT INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KONDIS! Kondisi Kinerja Pada GKAT
TUJUAN OR SASARAN SASARAN DAN PROGRAM / SATUAN AWAL Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERA
TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah H
PENAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp GGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
NON URUSAN (WAJIB SKPD) 1,196,611,000 1,290,151,000.00 1,596,612,000 1,666,100,000 1,738,725,000 7,488,199,000
Meningkatkan | Persenta Meningka Tingkat Program Cakupan
kualitas se tnnya penyerap Pelay Pelay
Kinerja kualitas Kapasitas | anggaran Admini Admini Persen 100% 705,600,000 100% 705,600,000 100% 770,600,000.00 100% 837,600,000.00 100% 853,600,000 100% 3,873,000,000
dengan Kinerja dan Perkantoran Perkantoran
Prinsip Tata dengan kapabilita
Kelola Prinsip s internal B
Pemerintah Tata perangkat 5’::;’ ediaan JKlérﬂi:"‘(J::ia
yang baik Kelola daerah Komunikasi Sumberda .
i ’ va Jeni 3 3 100,000,000 3 100,000,000 3 105,000,000 3 110,000,000 3 115,000,000 3 530,000,000
(Good Pemerint Sumber Daya Air dan Listrik ens Y R R T R B
Governance) | ahyang Air. dan Listrik
baik ’
(Good Penyediaan Jumlah
Governa Pelayanan Pelayanan
nce) Administrasi Administrasi Jenis 13 13 300,000,000 13 300,000,000 13 300,000,000 13 312,000,000 13 323,000,000 13 1,535,000,000
Perkantoran Perkantoran
Penyediaan Jumlah Bahan
Bahan Bacaan Bacaan dan
dan Perundang- Jenis 10 10 10,000,000.00 10 10,000,000.00 10 20,000,000.00 10 20,000,000.00 10 20,000,000 10 80,000,000
Perundang- undangan
undangan
Rapat-rapat Jumlah Rapat
Koordinasi Koordinasi dan
dan Konsultasi Koordinasi Kali 128 128 200,000,000 128 200,000,000 128 250,000,000.00 128 300,000,000 128 300,000,000 128 1,250,000,000
Kedinasan
Penyediaan Jumlah
Publikasi, Publikasi,
Dekorasi df Dekorasi df
Dokumontzst | Dokumentest Jenis 3 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 100,000,000
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UNIT

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KERJA
_ PERAN
INDIKAT INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KONDIS! Kondisi Kinerja Pada GKAT
TUJUAN OR SASARAN SASARAN DAN PROGRAM / SATUAN AWAL Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERA
TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah H
PENAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp GGUNG
JAWAB
Penyediaan Jumlah
Jasa Tenaga Petugas Jasa
Operasional Pengamanan
Pengamanan | Kantor Orang 5 5 42,000,000.00 5 42,000,000.00 5 42,000,000.00 5 42,000,000.00 5 42,000,000.00 5 210,000,000
Penyediaan Jumlah
Jasa Pertugas Jasa
Kebersihan Eg:fofs'han Orang 4 4 33,600,000.00 4 33,600,000.00 4 33,600,000.00 4 33,600,000.00 4 33,600,000.00 4 168,000,000
.
Jumlah Inovasi
SKPD Program Cakupan
Sarana dan Sarana dan Persen 100% | 340,011,00000 | 100% 388,551,000.00 100% | 310,012,00000 | 100% | 350,500,000.00 | 100% 350,125,000 100% | 1,739,199,000
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
Rehabilitasi Jumlah
Sedang/ Bangunan Unit 0 . . 1 150,000,000.00 2 50,000,000.00 - 2 200,000,000
Berat Gedung Kantor yang di
Kantor Rehab
Pengadaan .
Perlengkapan Jumlah Jenis
dan Peralatan | Perlengkapan Jenis 3 3 40,000,000.00 3 48,551,000.00 3 50,012,000.00 3 70,000,000.00 3 30,000,000.00 3 238,563,000
Kantor dan Peralatan
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala | Gedung Kantor Unit 1 2 45,000,000.00 3 40,000,000.00 4 50,000,000.00 5 50,000,000.00 6 70,125,000.00 6 255,125,000
Gedung yang dipelihara
Kantor
Pemeliharaan Jumlah
Rutin / Berkala Kendaraan
Kendaraan Dinas / Unit 30 30 145,000,000.00 30 140,000,000.00 30 150,000,000.00 30 150,000,000.00 30 175,000,000 30 760,000,000
Dinas / Operasional
Operasional yang dipelihara
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UNIT

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KERJA
_ PERAN
INDIKAT INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KONDIS! Kondisi Kinerja Pada GKAT
TUJUAN OR SASARAN SASARAN DAN PROGRAM / SATUAN AWAL Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERA
TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN Perangkat Daerah H
PENAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp GGUNG
JAWAB
Pemeliharaan Jumiah
St |
dan Peralatan f(a” ‘Pe;a'a‘a” Jenis 8 8 10,011,000.00 8 10,000,000.00 8 10,000,000.00 8 10,000,000.00 8 20,000,000.00 8 60,011,000
Kantor Gaelzit?r; Kantor
Gedung 9 ih
Kantor yang dipelihara
ﬁz?aar;i;n Halaman /
KaronGedun | 9edung Kantor Jenis - 1 100,000,000.00 - - 2 70,500,000.00 3 55,000,000.00 3 225,500,000
yang ditata
g Kantor
Indeks Program Cakupan
Zona Itegritas | gmfe“rzsaya gmfe“rzsaya Persen 100% | 30,000,000.00 | 100% 80,000,000.00 100% | 39500000000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 4,205,000,000
Birokrasi Aparatur Aparatur
Peningkatan Intensitas
Kapasitas Peningkatan
Aparatur Kapasitas Orang 34 - - 30 20,000,000.00 30 45,000,000.00 - 30 65,000,000
Pemerintah Aparatur
Daerah
Pendidikan
an Pelathan | e Peserta | orng ; 1 30,000,000.00 3 60,000,000.00 11 350,000,000.00 19| ss000000000 | 27 | 3900DI0C o7 140,000,000
Formal
Program Cakupan
Disiplin Disiplin Persen 100% | 15,000,000.00 | 100% 10,000,000.00 100% - 100% - 100% | 15,000,000.00 | 100% 40,000,000
Aparatur Aparatur
Jumlah
Pengadaan -
Pakaian Dinas z’akalan Dinas
beserta Panl ‘ Stel - - - 55 10,000,000.00 - - 55 10,000,000
Perlengkapan erlengkapan
nya
Pengadaan Jumlah
pokan | poaen Stel 55 15,000,00000 | - ; ; ; 10 15,000,00000 | 110 30,000,000
hari Tertentu hari Tertentu
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INDIKAT PROGRAM
TUJUAN OR sasaran | 'NDKETOR DAN
TUJUAN KEGIATAN
Nilai Sakip
SKPD

INDIKATOR
PROGRAM /
KEGIATAN

SATUAN

KONDISI
AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja Pada
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra
P kat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

UNIT
KERJA
PERAN

GKAT
DAERA

PENAN
GGUNG
JAWAB

Penyusunan Jumlah 235,000,000
Laporan Laporan Dokumen 7 7 35,000,000.00 8 35,000,000.00 8 45,000,000.00 8 50,000,000.00 8 70,000,000.00 8 ! 00’ .
Kinerja SKPD Kinerja SKPD

Penyusunan Jumlah

Laporan Laporan

Keuangan Keuangan Dokumen 12 12 25,000,000.00 12 25,000,000.00 12 30,000,000.00 12 30,000,000.00 12 30,000,000.00 12 140,000,000
SKPD SKPD
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TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT

Pengelolaan
Data
Kepegawaian

Jumlah Data
Kepegawaian
yang Dikelola

M o

6,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

10,000,000.00

3

36,000,000
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KERJA
Kondisi Kinerja Pada PERAN
INDIKAT PROGRAM INDIKATOR isi Kiner] GKAT
TUJUAN OR SASARAN '§RL“£J,§’§ DAN PROGRAM / SATUAN K:xRILSI Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir Periode Renstra DAERA
TUJUAN KEGIATAN KEGIATAN F Daerah H
PENAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp GGUNG
JAWAB
Penyusunan Jumiah
Perencanaan Dokumen
dan
Penganggaran dpzr’f"ca”aa” Dokurmen 8 7 40,000,000.00 7 40,000,000.00 7 40,000,000.00 7 40,000,000.00 8 60,000,000.00 8 220,000,000
SKPD Penganggaran
SKPD




BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja  penyelenggaraan  bidang urusan  bertujuan  untuk
menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Sosial dan Urusan
Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel 7.1.
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Tabel 7.1

Keterkaitan Indikator Bidang Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

terhadap RPJMD Tahun 2019-2023

Kondisi Tahun Kondisi

. ondisi ondisi

No Indikator Sasaran Satian | “awal | 2019 | 2020 | 2021 | 202 | 2023 | Akhir
Persentase Penyandang Masalah

1 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persen 10.05 9.25 8.45 7.65 6.85 6.05 6.05

9 Z‘re];skentase Perlindungan Perempuan dan Persen 100 100 100 100 100 100 100

3 | Kabupaten Layak Anak Skor 501 601 650 701 750 801 801

4 | Persentase Perempuan Kepala Keluarga Persen | 07 17 | 21 | 37 47 5.7 5.7
yang Meningkat Ekonomi Keluarganya

5 | Nilai Sakip Perangkat Daerah Kategori B B BB A A AA AA

6 Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Persen 94 53 95 95 95 95 95 95
Daerah

7 | Jumlah Inovasi SKPD Inovasi n/a 1 2 3 4 5 5

8 Indeks Pe.mt.)angun.an Zona Integritas / Persen 56.05 65 70 75 80 85 85
Reformasi Birokrasi
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BAB VIl

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 menjadi pedoman

penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini

dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023. Renstra Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumedang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah

pelaksanaan meliputi :

a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan
kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta stakeholder OPD
berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang
tercantum dalam dokumen Renstra ini;

b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap
tahun;

c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja

OPD.
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